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1 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 1.3

Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dilakukan berdasarkan amanat
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024. Pada Pasal 7 Perpres tersebut diatur
bahwa (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan
pemutakhiran RKP Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2024, dan (2) Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ditujukan sebagai pedoman
pelaksanaan pembangunan nasional bagi (1)
kementerian/lembaga, (2) pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota), dan (3) sebagai acuan bagi non-state
actors (antara lain: BUMN, swasta, organisasi masyarakat sipil,
akademisi) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional.

2 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.3
dan alinea
pertama dalam
halaman II.4

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2022,
menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan
kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian
yang telah mencapai target di antaranya (1) persentase pemenuhan
kebutuhan air baku, (2) waktu tempuh pada jalan lintas utama
pulau, (3) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop),
(4) kondisi jalur Kereta Api sesuai standar Track Quality Index
kategori 1 dan 2, (5) jumlah kota metropolitan dengan sistem
angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan
dikembangkan, serta (6) penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor
energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian
antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan
terjangkau (2) persentase luas daerah irigasi premium yang
dimodernisasi, (3) persentase capaian On Time Performance
transportasi udara, (4) persentase rumah tangga yang menempati
hunian layak dan terjangkau di perkotaan, (5) rasio elektrifikasi, (6)
rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, (7) persentase
populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G),
serta (8) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000
kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010.

SK No 188002 A



e
)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perihal

No. Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2024

3  Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.5

Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan,
tecermin dari penurunan pada Baltic Dry Index menjadi rata-rata
indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada
tahun 2021. Sementara itu, Baltic Dry Index pada tahun 2023
hingga awal November tercatat masih mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya dengan rata-rata indeks sebesar 1.251,0.
Penurunan aktivitas perdagangan global dimulai sejak kuartal
keempat tahun 2022 disebabkan utamanya oleh dampak kebijakan
moneter yang ketat khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa,
tingkat inflasi yang tinggi, fluktuasi harga komoditas, masih
berlanjutnya  ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta
pelemahan pasar properti di Cinal. Volume perdagangan barang
dunia pada tahun 2022 tercatat sebesar 3,0 persen, sedangkan
pada tahun 2023 dan 2024 diprakirakan akan tumbuh masing-
masing sebesar 0,8 dan 3,3 persen!. Pada tahun 2022, aktivitas
ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami
perlambatan, tecermin dari penurunan Purchasing Managers Index
hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022. Meskipun
demikian, hingga Oktober 2023 Purchasing Managers Index sektor
jasa mampu bertahan di zona ekspansi sejak awal tahun 2023.
Sementara Purchasing Managers Index sektor manufaktur masih
berada di zona kontraksi hingga Oktober 2023.

! Global Trade Statistics and Outlook WTO (Oktober 2023)

4  Perubahan
Gambar 2.4
dalam
halaman I1.6

Gambar 2.4
Baltic Dry Index (BDI)
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Sumber: Bloomberg, November 2023
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S Perubahan
Gambar 2.5
dalam
halaman II.6

Gambar 2.5
Purchasing Managers Index Global

60,0
A~
e v‘-.‘,__‘_ﬁ
50,0 f--g~------mmmmmmm- e e,
40,0 V
30,0 = Manufacturing
Services
20,0
[=ReNoleNoRel ol shnbnboiaisy Ky Rl Ko Ra Rl By R Ny ]
CYCYCU I Crey cicy oy 7y ey el oy oy oy ey e3¢y oy o oy
bond o n.o s o own.on g o wno o g i
=8 -4 U'g & -4 Uy O -4 U7 Q. -4
ﬁ—:%%oaﬁ—:%%oaﬁ—:%%oaﬁ—:%%o

Sumber: S&P Global, November 202 3.

6  Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.6

Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas
pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan
pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai
rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan
meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara
meningkatkan suku bunga acuan. Seiring dengan respons
kebijakan kenaikan suku bunga dan adanya kekhawatiran akan
risiko resesi dan perlambatan global, harga komoditas sepanjang
tahun 2023 masih tetap tinggi meskipun mengalami tren yang
menurun.

7 Perubahan
Gambar 2.6
dalam
halaman II.6

Gambar 2.6
Harga Komoditas Internasional
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Sumber: World Bank Commodities Price Data, November 2023.

SK No 188004 A



Fa
i

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perihal

No. Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2024

8 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.6

Dengan berbagai perkembangan terkini, per Oktober 2023
International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 3,0 persen.
Sejalan dengan International Monetary Fund, lembaga
internasional lain, yaitu Organization for Economic Co-operation
and Development per September 2023 memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 sebesar 3,0 persen.
Tingkat inflasi telah mengalami penurunan secara bertahap sejalan
dengan kebijakan peningkatan suku bunga yang tinggi dan
penurunan harga komoditas.

9  Perubahan
Gambar 2.7
dalam
halaman II.7

Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)
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Sumber: WEO IMF, Oktober 2023.

10 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.7

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia
dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia.
Dari sisi ekspor barang dan jasa, Indonesia mampu memanfaatkan
peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3
persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong
oleh bahan bakar mineral sebagai kontributor komoditas terbesar
dengan pertumbuhan nilai dan volume masing-masing sebesar
67,5 persen dan 6,1 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas
yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah nikel dan barang
daripadanya serta logam mulia dan perhiasan/permata. Sementara
itu, laju pertumbuhan impor barang dan jasa Indonesia adalah
sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan
baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih
mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.
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11

Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman I1.8

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi
modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada
tahun 2023. Pada triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen
konsumsi masyarakat dan investasi tumbuh kuat sedangkan
komponen konsumsi pemerintah, ekspor barang dan jasa, serta
impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Sementara itu dari sisi
lapangan usaha, semua sektor mampu tumbuh positif kecuali
sektor administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh
sebesar 5,1 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap
kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi
yang telah kembali ke target bank sentral sejak Mei 2023, lebih
cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke
target bank sentral pada semester 1I-2023. Konsumsi Lembaga
Nonprofit yang melayani Rumah Tangga juga diprakirakan akan
meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada
tahun 2024.

12

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II1.8

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif
meskipun mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut
disebabkan oleh melemahnya ekspor barang sebagai akibat dari
proyeksi penurunan permintaan dari Cina sebagai mitra dagang
terbesar Indonesia, fenomena El Nino, dan berlanjutnya invasi
Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan terhadap harga
komoditas. Di sisi lain, ekspor jasa diprakirakan akan mengalami
penguatan utamanya pariwisata internasional sehingga dapat
menjadi peluang untuk penguatan kinerja ekspor barang dan jasa
Indonesia.

13

Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman I1.8

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar
US$4,0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut
utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan
sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik
signifikan mencapai US$12,7 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya yang hanya US$3,5 miliar. Perkembangan
tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan
dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta
diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik,
meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya
pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal
dan finansial tahun 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar
US$7,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar
keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap
solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus
berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa
mencapai US$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0
bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.
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14 Perubahan
alinea ketujuh
dalam
halaman I1.8
dan alinea
pertama dalam
halaman II.9

Memasuki tahun 2023, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia
diperkirakan tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang
tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari penurunan harga
komoditas dan juga kondisi keuangan global yang cenderung masih
ketat, selaras dengan rezim kebijakan suku bunga tinggi di negara-
negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian,
keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan
wisatawan mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran
Indonesia akan menjaga defisit transaksi berjalan tetap rendah
pada kisaran US$7,1 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi
modal dan finansial akan mereda, terutama ditopang investasi
langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta
perlambatan capital outflow pada investasi portofolio. Perkiraan
tersebut kemudian akan menopang neraca transaksi modal dan
finansial mencapai sekitar US$5,6 miliar. Kinerja Neraca
Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti
perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US$134,4 miliar
atau setara 6,1 bulan impor.

15 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman I1.9

Belanja Negara mencapai Rp3.096,3 triliun (15,8 persen Produk
Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 16,4
persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi
belanja penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun
sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja
Pemerintah Pusat mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen
Produk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja
subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar
Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong
oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signifikan sebesar
43,8 persen.

16 Perubahan
alinea ketujuh
dalam
halaman II.9
dan alinea
pertama dalam
halaman I1.10

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 diprakirakan sebesar
Rp2.637,2 triliun atau 12,5 persen Produk Domestik Bruto,
menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen
Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan
harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan
diprakirakan sebesar Rp2.118,3 triliun atau 10,0 persen Produk
Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan
mencapai Rp515,8 triliun atau 2,4 persen Produk Domestik Bruto.
Belanja Negara diprakirakan sebesar Rp3.123,7 triliun atau 14,8
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar Rp2.298,2 triliun atau 10,9 persen Produk Domestik
Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp825,4 triliun atau 3,9
persen Produk Domestik Bruto.

17 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.10

Defisit Anggaran pada tahun 2023 diprakirakan mencapai 2,3
persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp486,4 triliun. Dari
sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari
Pembiayaan Utang sebesar Rp406,4 triliun. Pembiayaan Investasi
diprakirakan sebesar negatif Rp153,4 triliun dan Saldo Anggaran
Lebih sekitar Rp226,9 triliun.
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18 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.10

Tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 2,56
persen (yoy) pada Oktober 2023, tetap berada dalam rentang
sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum
diprakirakan pada kisaran 2,80 persen (yoy), lebih rendah dari
tahun 2022 dan terjaga dalam rentang sasaran 2,0-4,0 persen
(yoy).

19 Perubahan
Gambar 2.8
dalam
halaman I1.10

Gambar 2.8
Perkembangan Inflasi Umum Bulanan
(persen, yoy)
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20 Perubahan Gambar 2.9
Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Berdasarkan
dalam Komponen (persen, yoy)
halaman I1.10
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21 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.11

Memasuki akhir semester 1I-2023, nilai tukar Rupiah tetap stabil,
tercatat menguat sebesar 0,30 persen secara year-to-date (ytd),
didukung fundamental perekonomian Indonesia yang kuat
tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan III yang tercatat
positif, inflasi yang rendah dan stabil dalam rentang sasaran, serta
imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif. Meski
demikian, perlu diwaspadai tekanan dari sisi eksternal sejalan
masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global yang
dipengaruhi pengetatan kebijakan moneter di negara maju serta
eskalasi konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina serta Israel-
Palestina.

22 Perubahan
Gambar 2.10
dalam
halaman II.11

Gambar 2.10
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)
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Sumber: Bloomberg, 2023.

SK No 188009 A



&)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. P Perihal Pemutakhiran RKP Tahun 2024

erubahan

23 Perubahan Tingginya tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah
alinea sepanjang tahun 2022 dan 2023 direspons Bank Indonesia dengan
keempat meningkatkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate
dalam secara kumulatif sebesar 250 basis poin, dari semula 3,50 persen
halaman II.11  pada Januari 2022 menjadi 6,00 persen pada November 2023.
dan alinea Keputusan menaikkan suku bunga acuan, mempertimbangkan: (1)
pertama dalam urgensi menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi domestik pada
halaman II.12  rentang sasaran 2-4 persen; (2) berlanjutnya pengetatan kebijakan

moneter global utamanya oleh The Fed dengan mempertahankan
tingkat suku bunga tinggi (higher for longer) hingga akhir tahun
2023; (3) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global
dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina; (4) urgensi
menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk
menahan aliran modal asing keluar utamanya dalam bentuk
portofolio asing; (5) urgensi menjaga momentum penguatan
pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan moneter Indonesia ke
depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga
kebijakan moneter global yang diprakirakan tetap tinggi pada tahun
2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik.

24  Perubahan Pada akhir tahun 2023, sektor keuangan tercatat mengalami
alinea ketiga pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas
dalam perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi
halaman II1.12 menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong

permintaan terhadap sektor jasa keuangan.

25 Perubahan Pada pasar obligasi, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10
alinea tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 7,2 persen pada
keempat Oktober 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut
dalam mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar

halaman I1.12

obligasi. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami
penurunan pada September tahun 2023 di level 6.939,89 turun
sebesar 1,43 persen dibandingkan September 2022. Namun
demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp10.288,44 triliun
atau tumbuh sebesar 11,37 persen (yoy). Capaian tersebut
didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal
yang signifikan pada September 2023, yaitu sebanyak 11,72 juta
atau meningkat sebesar 19,97 persen dibandingkan September
yang tercatat hanya sebesar 9,77 juta.
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26 Perubahan
Gambar 2.11
dalam
halaman II.12

Gambar 2.11
Perkembangan Yield Government Bonds
(7o)
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Sumber: CEIC, Oktober 2023

27 Perubahan
Gambar 2.12
dalam
halaman I1.12

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Harga Saham
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2023

28 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.12

Pada sektor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas
penyaluran kredit tercatat mengalami pertumbuhan positif. Per
September 2023, penyaluran kredit tumbuh sebesar 8,96 persen
(yoy), diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yang
tumbuh sebesar 6,54 persen (yoy). Selain itu, kinerja positif sektor
perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran kredit yang
terjaga di level cukup rendah, yaitu 2,43 persen. Sementara pada
sektor Industri Keuangan Non-Bank, industri asuransi dan dana
pensiun juga menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum,
permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi
jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital yang di
atas threshold masing-masing sebesar 451,23 persen dan 308,97
persen. Sementara itu, dana pensiun juga tercatat mengalami

pertumbuhan aset sebesar 6,85 persen (yoy) dengan nilai aset
sebesar Rp360,62 triliun.

SK No 188011 A

- 10 -



aad

PRESIDEN

REPUBLIX INDONESIA

Perihal

No. Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2024

29 Perubahan
Gambar 2.13
dalam
halaman I1.13

Gambar 2.13
Pertumbuhan Kredit dan DPK

(persen, yoy)

12

10

6 e Pertuimbuhan DPK
e Pertuimbuhan Kredit

Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep
2022 2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

30 Perubahan
Gambar 2.14
dalam
halaman I1.13

Gambar 2.14
Rasio Kredit Bermasalah

3,5

3.0 \
2,5 —

Wyp—

NPL (%)

2,0
Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep

2022 2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023
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31

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.13

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga
positif, tecermin dari peningkatan total aset perbankan syariah per
Agustus 2023 yang mencapai Rp817,64 triliun atau tumbuh 9,79
persen (yoy). Perkembangan positif sektor perbankan syariah
didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada
peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah.
Perkembangan pasar modal syariah juga tumbuh positif dengan
total aset mencapai Rp1.458,51 triliun, tumbuh 3,71 persen (yoy)
per September 2023, hal ini khususnya ditopang oleh berlanjutnya
komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan.
Industri keuangan non-bank syariah juga tumbuh positif hingga
April 2023, dengan total aset mencapai Rp154,99 triliun atau
tumbuh 20,49 persen (yoy), ditopang oleh pertumbuhan aset
lembaga pembiayaan syariah dan finansial teknologi syariah yang
terus menunjukkan pemulihan pascapandemi. Selain itu, adanya
pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya
literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa
keuangan syariah secara keseluruhan.

32

Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman I1.13

Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan
ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan ke 5,3
persen. Program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian
terus dilakukan melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Pelatihan Vokasi, termasuk Program Kartu
Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema
awal, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja
melalui pelatihan vokasi.

33

Perubahan
Gambar 2.15
dalam
halaman I1.14

Gambar 2.15
Capaian Rasio Gini 2018-2023
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34 Perubahan Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah pandemi COVID-19
alinea pertama berakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik
dalam turunnya angka rasio gini dari Maret 2021 hingga September 2022.
halaman II.15  Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian di

Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan
perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan
menengah ke bawah. Puncaknya pada bulan Maret 2023, rasio gini
mencapai angka 0,388. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang
diterapkan untuk menstimulus konsumsi masyarakat lebih
memudahkan masyarakat menengah ke atas untuk menaikkan
tingkat konsumsinya. Sementara, tingkat konsumsi masyarakat
menengah ke bawah relatif sama sehingga berdampak pada
semakin lebarnya jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan
masyarakat.

35 Perubahan Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diprakirakan sudah kembali
alinea keenam pada kondisi normal seiring dengan upaya kuat di bidang
dalam kesehatan untuk mencapai herd immunity di tahun lalu, dengan
halaman II.15  prakiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Adapun

program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2023 mendorong
akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi
pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari
transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon
juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi trade-
off dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

36 Perubahan Gambar 2.16
Gambar 2.16 Proyeksi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
dalam

halaman I1.16

(Kumulatif)

-26,44

Persen

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas,
November 2023.

Keterangan: Tahun 2020-2022 merupakan angka perhitungan potensi
capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (kumulatif) dan Tahun 2023-
2024 merupakan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam
RPJMN 2020-2024 (kumulatif).
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37

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.16

Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun
2023, upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai
tulang punggung ekonomi hijau diproyeksikan semakin meluas
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan berdampak pada
menguatnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023. Hal
ini sudah teridentifikasi dari perhitungan capaian potensi
penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline di tahun 2022
(27,82 persen) yang dapat melampaui target capaian penurunan
emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023 (27,02 persen) dan 2024
(27,27 persen) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Diperkirakan pada tahun
2023, penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan terus menguat
melampaui angka potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun
2022.

38

Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman I1.16

Peningkatan harga global pada komoditas perkebunan
menyebabkan sektor tersebut masih memberikan kontribusi besar
dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Oktober 2023.
Meskipun pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan
hortikultura mengalami fluktuasi sepanjang Januari-Oktober, Nilai
Tukar Petani tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan
tersebut, pada tahun 2023 diprakirakan Nilai Tukar Petani akan
terus naik hingga mencapai 105-107. Sektor perkebunan
diprakirakan masih menjadi kontributor dominan dalam
pembentukan Nilai Tukar Petani hingga akhir tahun 2023.
Pertumbuhan sektor hortikultura diprakirakan akan tetap tinggi
pada tahun 2023, sedangkan untuk sektor peternakan akan tetap
tumbuh positif. Stagnasi sektor tanaman pangan akan berlanjut
hingga akhir tahun 2023.

39

Perubahan
Gambar 2.17
dalam
halaman I1.17

Gambar 2.17
Perkembangan Nilai Tukar Petani
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Sumber: BPS (diolah), November 2023 (tahun dasar 2018=100).
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40 Perubahan Gambar 2.18
Gambar 2.18 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan
dalam NIN ==—=NINKumulatif & Q823552 o o
halaman I1.18 S re N eS8
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Sumber: BPS dan KKP, November 2023 (tahun dasar 2018=100).

41 Perubahan Pada tahun 2023, perekonomian Wilayah Maluku diprakirakan
alinea ketiga dapat tumbuh sebesar 14,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut,
dalam angka kemiskinan Wilayah Maluku diharapkan dapat mencapai
halaman 11.18 10,7-11,2 persen serta tingkat pengangguran terbuka Wilayah

Maluku menjadi 5,1-5,3 persen.

42 Perubahan Wilayah Sulawesi diprakirakan dapat tumbuh sebesar 6,8 persen
alinea kelima pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong
dalam oleh pembangunan smelter baru yang dapat meningkatkan
halaman I1.18  produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Di samping

perekonomian yang tumbuh tinggi, diharapkan inklusivitas tetap
terjaga dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi
3,7-4,0 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 8,7-9,1 persen.

43 Perubahan Wilayah Nusa Tenggara dan Papua masing-masing akan tumbuh
alinea kedua sebesar 3,0 dan 3,2 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan
dalam Wilayah Nusa Tenggara didorong oleh meningkatnya kinerja

halaman I1.19

pertambangan tembaga sejalan dengan peningkatan permintaan
dari mitra dagang utama, meningkatnya aktivitas penerbangan di
Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Bandara Internasional
Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata,
serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa.
Sementara itu, Wilayah Papua diharapkan masih terus tumbuh
seiring dengan tumbuhnya sektor pertambangan dan berlanjutnya
proyek pengembangan Pelabuhan Sorong dan proyek Tangguh
Liquefied Natural Gas Train 3. Kemiskinan di Nusa Tenggara dan
Papua diharapkan dapat mencapai masing-masing 15,9-16,3 dan
24,1-24,5 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Nusa Tenggara
dan Papua diprakirakan masing-masing sebesar 2,5-2,8 dan 2,7-
3,2 persen.
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44  Perubahan Pada tahun 2023, ekonomi Kalimantan diprakirakan tumbuh
alinea sebesar 5,0 persen. Hal ini didorong oleh berlanjutnya hilirisasi
keempat komoditas pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal
dalam Kijing, serta berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara. Peningkatan
halaman I1.19  perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan

kemiskinan di Kalimantan menjadi 4,4-5,0 persen dan
menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,2-4,4
persen.

45 Perubahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan tol
alinea keenam di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur,
dalam pengembangan Bali Maritime Tourism Hub di Pelabuhan Benoa,
halaman [1.19 Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta

infrastruktur bendungan dan irigasi diprakirakan mendorong
peningkatan investasi pada tahun 2023. Ekonomi Wilayah Jawa-
Bali diprakirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Peningkatan
perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan
kemiskinan menjadi 7,9-8,3 persen dan menurunkan Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 5,9-6,3 persen.

46 Perubahan Perbaikan permintaan global, terkendalinya inflasi, serta
alinea berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Tol
kedelapan Trans Sumatera, Kawasan Industri, jaringan kereta api Sumatera
dalam diprakirakan akan mendorong ekonomi Wilayah Sumatera tumbuh

halaman 11.19

4,5 persen pada tahun 2023. Peningkatan perekonomian
diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 8,7-
9,1 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
menjadi 4,6-5,1 persen.

SK No 188017 A
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47 Perubahan

Tabel 2.1
Tabel 2.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024
dalam oea oz 2023 2024
raian .

halaman I1.20 Prakiraan RPJMN Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok
Pertumbuhan PDB (% yoy) 53 5,1 6,2-6,5 5,3-5,7
Laju inflasi, Indeks Harga
Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir 5.5 2,8 2,7 1,53,5
Periode
Neraca Pembayaran
Cadangan Devisa (US$ miliar) 137,2 1344 159,5 149,1-150,2
- dalam bulan impor 6,0 6,1 6,9 6,0-5,8
Neraca Transaksi Berjalan
(% PDB) B 1,0 (0,5) (1,7) 0,5-0,4
Keuangan Negara
:T,Z“P"'D‘“B‘)”" Perpajakan 10,4 10,0 10,7-12,3 10,1
berpgan Primer (04) 02) 0,2-00 0,040,1)
b/ et APBN 24) 2.3) (1,5141,7) 23)
ﬁ:ggam’) g Pemerintah 39,7 39,4 28,5-29,2 38,1-39,0
PMTB/Investasi
‘}:/ertlu’ umbuhan Investasi (PMTB) 3.9 4,6 8,0-8,4 6,2-7,0
m&ﬁs}m PMA dan PMDN 1.207,2 1.200-1.300 1.500 1.450-1.650a)
Nilai Realisasi PMA dan PMDN
Industs Pangolahan (Trliun Rp) 497,7 396-420 782 662,7-754,1
Target Pembangunan
;{,i/;‘gk“ Pengangguran Terbuka 5,86 5,30 3,643 5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%) 9,57 8,5-9,0 6,0-7,0 6,5-7,5
Rasio Gini 0,381 0,375-0,378  0,360-0,374  0,374-0,377
ﬁl‘,ﬁ‘s Pembangunan Manusia 72,91 73,36-73,37 75,54 73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK (%4 27,82 27,02 27,3 27,27

48 Perubahan 2023 2024
Uraian 2022 .

Tabel 2.1 Prakiraan RPJMN Sasaran

dalam Indikator Pembangunan

halaman II.21 Nilai Tukar Petani (NTP) 107,33 105-107 105 105-108
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106,45 107-108 107 107-110

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Angka target merupakan hasil kesepakatan dalam bidaferal meeting dengan Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 23 Februari 2023 sesuai arahan Presiden dalam rapat
terbatas; b) Angka realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2023, BPS.

Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

SK No 188018 A
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49 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman I1.22

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024
ditargetkan mampu tumbuh 5,3-5,7 persen. Konsumsi masyarakat
ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3-5,5 persen dan tetap menjadi
sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi
masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta
peningkatan konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah
Tangga seiring agenda Pemilihan Umum tahun 2024. Sementara
itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan
tumbuh masing-masing sebesar 7,2-7,9 dan 7,2-8,0 persen.
Pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh meningkatnya
permintaan global terhadap sumber daya primer seperti nikel dan
lithium untuk transisi energi, sedangkan pertumbuhan impor
barang dan jasa disebabkan oleh masih tingginya permintaan impor
bahan baku/penolong untuk aktivitas produksi domestik.
Penguatan pertumbuhan ekspor non-komoditas, produk
manufaktur dan jasa serta peningkatan peran dalam rantai pasok
global didorong melalui strategi (i) sinkronisasi kebijakan dan
fasilitasi sisi supply termasuk perizinan, energi, ketenagakerjaan,
bahan baku, logistik, pembiayaan dan fiskal untuk meningkatkan
efisiensi usaha berorientasi ekspor; (ii) penyiapan ekosistem riset
dan pengembangan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas
produk ekspor; (iii) integrasi dan digitalisasi fasilitasi perdagangan
termasuk informasi pasar, standar dan buyer dari negara mitra; (iv)
peningkatan efektivitas promosi perdagangan termasuk pemasaran
barang dan jasa terintegrasi berbasis digital; (v) penguatan
diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan; serta (vi)
penguatan sumber daya manusia yang mendukung ekspor barang
dan jasa termasuk edukasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

50 Perubahan
Tabel 2.2
dalam
halaman I1.23

Tabel 2.2
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran Tahun 2024
(Persen, yoy)

2024
Realisasi  Prakiraan

Uraian
2022 2023 RPJMN Sasaran Sumber

Pertumbuhan

Pertumbuhan PDB 5.3 5,1 6,2-6,5 5,3-5,7 5,3-5,7
Konsumsi Rumah Tangga dan

LNPRT 49 49 5,9-6,1 5,3-5,5 2,9-2,9a
Konsumsi Pemerintah 4,5) 3,5 5,1-5,3 2,5-3,2 0,2-0,2=
Investasi (Pembentukan Modal .

Tetap Bruto/PMTB) 3,9 4,6 8,0-8,4 6,2-7,0 2,0-2,2
Ekspor Barang dan Jasa 16,3 0,3 5,8-6,2 7,2-7,9 1,8-2,0
Impor Barang dan Jasa 14,7 (2,3) 5,1-5,2 7,2-8,0 1,5-1,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.
Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.
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51

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.23

Di sisi lapangan usaha, sektor industri ditargetkan tumbuh 5,4-5,8
persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan
pada tahun 2024, antara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat
selama Pemilihan Umum mendorong konsumsi terutama untuk
produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-
produk tahan lama (durable); (ii) dukungan belanja pemerintah dan
pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga
dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan
baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v)
operasionalisasi beberapa kawasan industri dan smelter; (vi)
peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses
produksi; serta (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri
halal.

52

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.24

Sektor pertanian ditargetkan akan tumbuh sebesar 3,4-3,8 persen,
didorong oleh peningkatan produksi dan produktivitas,
keberlanjutan pengembangan Food Estate (kawasan sentra
produksi pangan), hilirisasi komoditas pertanian, serta diversifikasi
ekspor pertanian. Sektor konstruksi ditargetkan mampu tumbuh
tinggi sebesar 6,4-6,7 persen, didorong oleh penuntasan proyek
pembangunan pada tahun akhir periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta pembangunan
infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sektor
pertambangan akan tumbuh meningkat pada kisaran 4,2-4,4
persen, utamanya didukung oleh meningkatnya produksi hasil
tambang seiring dengan berlanjutnya agenda hilirisasi komoditas
tambang.

53

Perubahan
Tabel 2.3
dalam
halaman I1.24

Tabel 2.3
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024

(Persen, yoy)

2024

Realisasi
2022

Urai Prakiraan
raian 2023 Sumber

RPJMN Pertumbuhan

Sasaran

Pertumbuhan PDB 3,3 5,1 6,2-6,5 5,3-5,7 5,3-5,7

Pertanian, Kehutanan, dan 23

Perik: 1,5 4,0-4,1

3.4-3,8 0,4-0,5

Pertambangan dan Penggalian a4 6,2 2,0-2,2 42-4,4 0,2-02 =

Industri Pengolahan 4,9 49 7,7-8,1 5,4-5,8 1,1-1,2

Pengadaan Listrik dan Gas,
dan Air Bersih 6,6 4,7 5,7-6,1 5,5-5,8 0,1-0,1=

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 3,2 5,2
Ulang

4,9-5,0 47-4,9 0,0-0,0%

Konstruksi 2,0 4,5 6,6-6,9 6,4-6,7 0,6-0,6%
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54 Perubahan 2024
Tabel 2.3 Uraian Realisasi Prakiraan
2022 2023 RPJMN Sasaran Sumber
dalam Pertumbuhan
halaman I1.25 T~ dagangan besar dan
eceran, dan Reparasi Mobil 55 4.8 6,4-6,8 5,8-6,0 0,6-0,7
dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 19,9 14,3 7,5-8,0 8,1-8,6 0,3-0,4
Penyediaan Akamodasi dan 12,0 10,4 6,7-6,8 6,5-7,4 0,2-0,2~
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 7,7 7.5 9,19,8 8,2-8,4 0,5-0,6
Jasa Keuangan 19 4,5 7,3-7,8 3,84,1 0,2-0,2=2
Real Estate 1,7 1,6 5,3-5,4 3,2-3,9 0,2-0,2=
Jasa Perusahaan 8.8 3,9 8,7-8,8 52-5,8 0,2-0,2=
Administrasi Pemerintahan
dan Jaminan Sosial Wajib 2,5 2,0 5,4-5,6 3,6-3.9 0,1-0,1=
Jasa Pendidikan 0,6 1,6 5,7-5,8 42-4.4 0,1-0,1=
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 39 8586 3941  0,10,s
Jasa Lainnya 9,5 10,4 9,7-9,7 79-8,5 0,2-0,2
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.
55 Perubahan Tabel 2.4
Tabel 2.4 Postur Neraca Pembayaran Indonesia (US$ Miliar)
dalam Uraian 20221 Prakiraan 20232 Sasaran 20242
halaman I1.26
Transaksi Berjalan 12,7 7,1) 7.2-6,9
dalam persen PDB (%) 1,0 0,5) 0,50,4
Barang 62,7 39,8 49.5-47,2
Jasa-Jasa (20,3) (17,4) (16,2)—(15,7)
Pendapatan Primer (36,0) (36,0} (32,9)—(31,4)
Pendapatan Sekunder 6,4 6,5 6.7-6,9
Transaksi Modal dan Finansial (7,9) 5,6 3,7-10,5
Investasi Langsung 14,8 17,3 15,3-15,5
Investasi Portofolio (8,5) 0,8 (5,7)—0,2)
Investasi Lainnya (14,7) (12,6) (6,0}—(4,9)
Neraca Keseluruhan 4,0 2,8) 9,3-15,8
Cadangan Devisa 137,2 134,4 149,1-150,2
dalam bulan impor (bulan) 6,0 6,1 6.0-5,8
Sumber: 1) Bank Indonesia NPI TW I1/2023 dan 2) proyeksi Ki ian PPN/Bapp , Ag 2023.

Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.
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56 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.26
dan alinea
pertama dalam
halaman I1.27

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 12,2 persen
Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar 10,1 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebesar 2,1 persen Produk Domestik Bruto.
Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber
penerimaan pajak baru dari aktivitas ekonomi yang mendukung
keberlanjutan sumber daya alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan,
dan sistem administrasi perpajakan perlu diakselerasi untuk
mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan umum pendapatan
negara, mencakup:

e Optimalisasi potensi penerimaan perpajakan, melalui: (1)
akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual
menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan
perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; (2) penggalian
sumber-sumber penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi
ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan mendukung
transisi energi; (3) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi
teknologi dalam sistem perpajakan; (4) memperluas basis
perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (5)
memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data,
dan penegakan hukum,; (6) menjaga efektivitas implementasi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan untuk mendorong peningkatan rasio
perpajakan; serta (7) melaksanakan insentif perpajakan yang
semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya
saing usaha, serta akselerasi ekonomi yang bernilai tambah
tinggi.

e Optimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
menjamin pelayanan publik dan kelestarian lingkungan,
melalui: (1) optimalisasi Sumber Daya Alam dengan cara
penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan
nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan; (2) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara
dengan mempertimbangkan: profitabilitas, agent of development,
persepsi investor, perbaikan kinerja dan efisiensi Badan Usaha
Milik Negara; (3) pemanfaatan aset negara dan layanan
pemerintah disertai peningkatan inovasi dan kualitas layanan;
serta (4) penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
dengan peningkatan sinergi.
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57 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.27

Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,5
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar 10,7 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke
Daerah sebesar 3,8 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan
Belanja Negara (belanja kementerian/lembaga, non-
kementerian/lembaga, dan Transfer ke Daerah) dilakukan dengan
tetap menjaga kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan
bersifat countercyclical untuk menjadi enabler yang kuat bagi
percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada
sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan. Dari sisi
Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan umum diarahkan pada:

e percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan
kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi,
dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan
kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan
infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam,
deregulasi, dan penguatan institusi;

e penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar,
fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi
pada hasil;

e penguatan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas
program perlindungan sosial;

e peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,
penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan
pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

58 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.28

Pada tahun 2024, defisit ditargetkan sebesar 2,3 persen Produk
Domestik  Bruto, diarahkan konsolidatif dengan tetap
mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2024
yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii kebutuhan
pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian
janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun
2024, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan
ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi.
Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan umum
pembiayaan anggaran, sebagai berikut:

¢ mengendalikan tingkat utang dan defisit pada tingkat yang
menjamin keberlanjutan fiskal, disertai pemanfaatan utang
pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan,
dikelola secara prudent dan akuntabel;

e peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar
keuangan yang kondusif dan melibatkan multistakeholders,
serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha yang sustainable dan lebih masif;

e peningkatan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung
transformasi ekonomi, peningkatan peran Indonesia di forum
internasional, serta untuk optimalisasi peran Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Miliki Negara, Special Mission Vehicle, dan
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Sovereign Wealth Fund dengan mempertimbangkan kinerja
keuangan serta kesiapan teknis operasional;

e peningkatan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Ultra Mikro;
serta

e memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi
ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan
efisien, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih, serta penguatan
sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

59 Perubahan Tabel 2.5
Tabel 2.5 Sasaran Fiskal Tahun 2024 (Persen Produk Domestik Bruto)
dalam

. I Prakiraan 2024
halaman I1.28 Uraian Realisasi 2022 2023 RPJMN Saseronm
Pendapatan Negara dan 13,5 12,5 12,9-14,6 12,2
Penerimaan Perpajakan 10,4 10,0 10,7-12,3 10,1
PNBP 30 24 2,122 2,1
Belanja Negara 15,8 14,8 14,4-16,3 14,5
Belanja Pemerintah Pusat 11,6 10,9 9,5-11,2 10,7
TKD 4,2 39 4,9-5,1 3.8
Keseimbangan Primer (0,4) (0.2) 0,2-0,0 (0.1)
Surplus /Defisit (2,3) 2,3) (1,5H(1,7) (2,3)
Rasio Utang 39,7 39,4 28,5-29,2 38,1-39,0
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2023.
Keterangan: a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024
Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai negatif.

60 Perubahan Melalui berbagai kebijakan tersebut, diharapkan kinerja
alinea penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan semakin membaik,
keempat sehingga pada tahun 2024 dapat melampaui capaian potensi
dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2022 (27,82 persen) dan
halaman 11.32  target penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2024 dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 sebesar 27,27 persen terhadap baseline.
61 Perubahan Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2024,

alinea ketiga
dalam
halaman I1.33

Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih
tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di
Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah
Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,2-5,5 persen,
sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,0-6,9 persen.
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62 Perubahan Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2024 akan
alinea didorong oleh kegiatan operasional serta aktivitas logistik dari
keempat sarana prasarana konektivitas Proyek Strategis Nasional yang
dalam selesai dibangun pada tahun 2023, seperti Bandar Udara Nabire
halaman [1.33 Baru dan Siboru Fak Fak, serta Pelabuhan Sorong. Selain itu,

pertumbuhan ekspor dan industri pengolahan akan didukung oleh
operasionalisasi sarana prasarana industri yang selesai
pengembangannya pada tahun 2023, seperti Liquefied Natural Gas
Tangguh Train 3 dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.
Pertumbuhan ekonomi Papua ditargetkan mencapai 3,9-4,9
persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi
tingkat kemiskinan menjadi 22,5-23,0 persen dan pengangguran
menjadi 2,4-3,1 persen.

63 Perubahan Berlanjutnya agenda hilirisasi industri pada tahun 2024
alinea kelima ditargetkan akan mendorong perekonomian Wilayah Maluku
dalam tumbuh sebesar 12,7-17,0 persen. Percepatan Proyek Strategis
halaman 11.33  Nasional Wilayah Maluku, seperti operasionalisasi Bendungan Way

Apu, serta pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela diharapkan
mampu  meningkatkan  produktivitas  ekonomi. Tingkat
pengangguran Terbuka Wilayah Maluku diharapkan dapat turun
menjadi 4,5-5,3 persen, sedangkan kemiskinan dapat turun
menjadi 9,5-10,0 persen.

64 Perubahan Wilayah Sulawesi merupakan sumber utama penggerak ekonomi di

alinea keenam
dalam
halaman I1.33

Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7,5-8,5 persen
pada tahun 2024. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan
tumbuh signifikan seiring dengan program pembangunan smelter
nikel. Implementasi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Sulawesi,
seperti Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, Kawasan Industri
Bantaeng, Kawasan Industri Morowali juga diharapkan dapat
mendorong perekonomian. Sementara, produk pertanian dan
perkebunan seperti kakao yang merupakan komoditas utama
Wilayah Sulawesi terus ditingkatkan melalui hilirisasi. Sejalan
dengan tumbuhnya perekonomian yang inklusif, kemiskinan dapat
ditekan menjadi 7,8-8,5 persen dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka yang mencapai 3,0-3,8 persen.
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65 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.34

Percepatan pembangunan sarana prasarana Ibu Kota Nusantara
dan fasilitas pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber
utama pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat
tumbuh 5,1-5,6 persen pada tahun 2024. Selain itu, hilirisasi
komoditas pertambangan diharapkan meningkat dengan
berjalannya pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit dan
Coal to Methanol. Infrastruktur pendukung kawasan, seperti Tol
Balikpapan-Samarinda, Pelabuhan Terminal Kijing, Infrastruktur
Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, dan upgrading kilang-
kilang existing/ Refinery Development Master Plan yang diharapkan
akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan.
Kawasan industri, seperti Kawasan Industri Landak, Ketapang,
Jorong, dan Tanah Kuning diharapkan mengakselerasi investasi
serta industri pengolahan. Melalui upaya pembangunan tersebut,
kemiskinan akan turun menjadi 4,0-4,5 persen dan Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 3,9-4,7 persen.

66 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.34

Perekonomian di wilayah Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 4,1-
4,9 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta
peningkatan nilai tambah sektor primer. Pembangunan berbagai
infrastruktur Proyek Strategis Nasional diperkirakan akan
meningkatkan kegiatan sektor pertanian serta mendorong
konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara,
pembangunan Bendungan Meninting dan Manikin akan
mendorong kegiatan sektor konstruksi dan penyerapan investasi.
Penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi smelter tembaga
di Nusa Tenggara Barat akan menjadi pendorong utama
pertumbuhan. Selain itu, peningkatan aktivitas Bandar Udara
Komodo dan Bandar Udara Internasional Lombok Praya serta
Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo diharapkan dapat
mendorong aktivitas pariwisata maupun perdagangan. Sejalan
dengan hal tersebut, berlanjutnya penyelenggaraan event, seperti
MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika akan turut
mendorong  aktivitas perekonomian. Hal tersebut dapat
berkontribusi pada upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja
yang dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga
mencapai 2,1-2,8 persen dan kemiskinan mencapai 14,5-15,0
persen.
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67

Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman I1.34

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,8-5,2 persen sebagai
pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan
yang berorientasi ekspor dengan dibangunnya Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan Industri. Proyek Strategis Nasional, seperti
bendungan dan irigasi berperan penting dalam penyediaan air baku
untuk lahan pertanian dalam mendukung Sumatera sebagai
lumbung pangan nasional. Operasionalisasi Jaringan Kereta Api
Trans Sumatera serta pengembangan Hub Internasional Kuala
Tanjung menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya
dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta perdagangan
internasional. Selain itu, di Wilayah Sumatera terdapat gasifikasi
batu bara di Tanjung Enim, hidrogenasi Crude Petroleum Oil di
Palembang serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
skala besar untuk meningkatkan perekonomian. Kemiskinan akan
turun menjadi 7,5-8,3 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka
menjadi 4,1-4,8 persen.

68

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman I1.34

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat
di Pulau Jawa terutama untuk mengatasi tingginya mobilitas
penduduk, seperti Light Rail Transit Jabodebek serta Kereta Cepat
Jakarta-Bandung yang beroperasi di akhir tahun 2023. Selain itu,
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Gresik, Singhasari,
Sanur, dan Kura-kura Bali diharapkan dapat mendorong
perekonomian baik melalui aktivitas pariwisata, pengembangan
teknologi, industri, dan logistik. Sementara, pembangunan
Kawasan Industri Wilmar Serang dan Terpadu Batang juga menjadi
pendorong industrialisasi. Aktivitas pariwisata yang kembali dibuka
diikuti berbagai kegiatan internasional serta pembangunan
infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan
pariwisata di Wilayah Jawa-Bali. Oleh karena itu, Wilayah Jawa-
Bali ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,3-5,6 persen. Kemiskinan
akan turun menjadi 7,0-7,5 persen dan Tingkat Pengangguran
Terbuka sebesar 4,8-5,5 persen.

69

Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman I1.37

Saat ini, terdapat 98 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik
Negara yang selaras dan mendukung sasaran Prioritas Nasional
dan Major Project pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara tersebut
merupakan Kkelanjutan proyek prioritas pada Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 serta penambahan usulan proyek dari
Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Badan
Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan, dengan jumlah
Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sebanyak 53. Selain selaras
dan mendukung sasaran Prioritas Nasional dan Major Project,
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara juga
mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals) yang tersebar di berbagai wilayah
Indonesia.
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70 Perubahan Gambar 2.19
Gambar 2.19 Gambaran Umum Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha
dalam Milik Negara
halaman II.38

98 320,38 T
Proyek Prioritas Total Investasi
BUMN
53 124217
Tujuan Pembangunan
-..l ﬁ:\ﬁ:nNg;}:: I Ber:elarl;.‘j:tagn
Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas, 15
November 2023.

71 Perubahan Gambar 2.20
Gambar 2.20 Sebaran Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik
dalam Negara di Seluruh Indonesia
halaman II.38

[_Kalimantn___Y [ sl & Halmahers | ey
(et bt 22
94 kabupateniota
T
A CAPEX : RpO,TIT
T .
5o o 009 b —m i
mlllnun Tenggara Proyek m
E= “* B wor (D
Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas,
15 November 2023.

72 Penambahan Sebaran spasial Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik
alinea dan Negara tahun 2024 adalah (1) 12 proyek dilaksanakan di Pulau
Gambar Sumatera dan Kepulauan Riau dengan prakiraan total nilai
2.20.A setelah  investasi sebesar Rp57,34 triliun; (2) 44 proyek dilaksanakan di
Gambar 2.20 Pulau Jawa dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp129,17
dalam triliun; (3) 15 proyek di Pulau Kalimantan dengan total prakiraan

halaman I11.38

nilai investasi sebesar Rp27,48 triliun; (4) 4 proyek di Pulau
Sulawesi dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp3,43
triliun; (5) 4 proyek di Pulau Maluku dan Halmahera dengan total
prakiraan nilai investasi sebesar Rp0,49 triliun; (6) 4 proyek di
Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai prakiraan investasi
sebesar Rpl,21 triliun; (7) 2 proyek di Pulau Papua dengan total
prakiraan investasi sebesar Rp0,71 triliun; serta (8) 13 proyek yang
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dilaksanakan lintas wilayah dengan prakiraan total nilai investasi
sebesar Rp100,55 triliun.

Gambar 2.20.A
Kontribusi Badan Usaha Milik Negara dalam Prioritas Nasional

Total Proyek Total Proyek Total Proyek Total Proyek

32 9 4 53

Total Investasi ||| Total Investasi Total Investasi Total Investasi
2024 2024 2024 2024

Rp40,21 T Rp5,18 T Rpl,68 T Rp27331 T

Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas, 15
November 2023.

Pada Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terdapat 32
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan
prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp40,21 triliun.

Pada Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, terdapat 9
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan
prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp5,18 triliun.

Pada Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat 4 Proyek Prioritas
Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan prakiraan total nilai
investasi tahun 2024 sebesar Rp1,68 triliun.

Pada Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
terdapat 53 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara
dengan prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp273,31
triliun.

73 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I11.38

Selain tersebar di berbagai wilayah, Proyek Prioritas Investasi
Badan Usaha Milik Negara juga mendukung Prioritas Nasional 1, 2,
3, dan 5 di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
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74 Perubahan Tabel 2.8
Tabel 2.8 Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara
dalam dalam Major Project
hal n II. i
ama 39 PN No. Major Project Jumlah Proyek Investasi
BUMN
1 Akselerasi' Pengqnbmgm Energi Terbarukan dan 7 proyek
Konservasi Energi
2 Destinasi Pariwisata Prioritas 4 proyek
3 Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas 8 proyek
PN 1
4 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market 1 proyek
bertaraf Internasional proyt
5 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 4 proyek
6 Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 1sai 8 proyek
7 Pembangunan Ibu Kota Nusantara 7 proyek
PN 2 8 Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 1 proyek
9 Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 2si 1 proyek
PN 3 10  Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 4 proyek
11 Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan 2 proyek
Rumah)
Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta
12 Sambungan Rumah 1 proyek
13 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung 2 proyek
14  Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 6 proyek
15 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak 3 proyek
PN S Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik
16 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 12 proyek
38.000 MVA
17  Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 4 proyek
Sistem Angkutan Umum Massal di Wilayah
18  Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, 1 proyek
Semarang, dan Makassar
19  Transformasi Digital 10 proyek
20 Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 5al 12 proyek
Total 98 proyek

Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas. 15 November 2023.

Keterangan: a) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan Major Prgect tertentu

75 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.40

Dalam

lima

tahun terakhir, kontribusi

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia.
investasi
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Bruto
rata-rata mencapai 31,7 persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal

dalam

Tetap Bruto menunjukkan tren peningkatan yang mencapai 4,2
persen hingga triwulan III-2023 dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya, didorong oleh realisasi belanja modal untuk
infrastruktur dan keberlanjutan proyek hilirisasi industri.
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76 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.40

Berdasarkan komponennya, realisasi Pembentukan Modal Tetap
Bruto di Indonesia didukung oleh komponen bangunan, mesin dan
perlengkapan, serta kendaraan. Komponen bangunan
mendominasi sampai triwulan III-2023 dengan kontribusi
mencapai 73,9 persen terhadap total Pembentukan Modal Tetap
Bruto diikuti oleh komponen mesin dan perlengkapan, serta
komponen kendaraan dengan kontribusi masing-masing sebesar
13,2 persen dan 5,9 persen. Pada triwulan III-2023 sumber
pertumbuhan kembali bergeser ke komponen bangunan setelah
pada triwulan sebelumnya sempat bergeser ke komponen mesin
dan perlengkapan serta komponen kendaraan.

77 Perubahan
Gambar 2.21
dalam
halaman I1.40

Gambar 2.21
Sumber Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Berdasarkan Komponen (persen)

3,00 2,23 2,30
2,11 ~ 1,82
2,00 L2145, 351,41 148, 157

1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00

Q3040102030401 02030401020304010203040Q10203

2019 2020 2021 2022 2023
mmmm PMTB Produk Kekayaan Intelektual
PMTB CBR

PMTB Peralatan Lainnya
mm PMTB Kendaraan
mmmm PMTB Mesin dan Perlengkapan
mmmm PMTB Bangunan
e Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Sumber: BPS, 2023.

78 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman I1.40

Sejalan dengan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto,
realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri terus menunjukkan peningkatan dengan total
nilai sebesar Rpl1.053,1 triliun hingga triwulan III-2023.
Pertumbuhan total nilai realisasi Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri hingga triwulan I1I-2023 mencapai
18,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya, setara dengan 35,4 persen dari Pembentukan Modal
Tetap Bruto. Namun, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri
terhadap total realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri baru mencapai 46,9 persen, lebih rendah dari
target yang ditentukan, yaitu sebesar 48,3 persen.
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79 Perubahan
Gambar 2.22
dalam
halaman I1.41

Gambar 2.22
Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia
Triwulan III Tahun 2018 — Triwulan III Tahun 2023

(Rp Triliun)
200 = PMDN
PMA
150
100
0
O N T I N T N T N D
lededejejeodedodododelodedode jodododedolode

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal, 2023.

80 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.41

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
hingga triwulan III-2023 telah mendorong peningkatan penyerapan
tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga triwulan
III-2023 mencapai 1.365.648 orang, didominasi oleh Penanaman
Modal Dalam Negeri sebesar 64,6 persen atau menyerap tenaga
kerja sebanyak 881.672 orang. Secara keseluruhan, total
penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 41,5
persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

81 Perubahan
Gambar 2.23
dalam
halaman I1.41

Gambar 2.23
Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan Jenis Investasi (Penanaman Modal
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)
Triwulan III Tahun 2018 — Triwulan III Tahun 2023

(Orang)
350.000
u PMDN » PMA

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000 | |

M= N =N D= AN =N

[ede (edeledelededede o dolede ool de (oledol

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman

Modal, 2023.
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82

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II. 43

Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi diharapkan tecermin dari besaran Penanaman Modal
Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2024,
realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri ditargetkan sebesar Rpl1.450-1.650 triliun atau setara
21,59-23,39 persen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Potensi
keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sedemikian besar
tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi
proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan
produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas,
seperti (a) investasi untuk penambahan kapasitas terpasang
Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan melalui
penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi
Terbarukan yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik 2021-2030 secara efisien dan efektif; (b) investasi di
sektor riil dan industrialisasi, (c) percepatan pembangunan smelter
dan Kawasan Industri; (d) investasi untuk mendukung percepatan
pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (e)
investasi untuk memperluas pemanfaatan tenaga listrik
(electrification) untuk sektor industri; (f) investasi untuk hunian
layak di perkotaan berupa rumah vertikal yang terintegrasi dengan
infrastruktur pemukiman dan akses transportasi publik; serta (g)
investasi untuk percepatan adopsi teknologi digital pada sektor-
sektor strategis seperti pemerintahan.

83

Penambahan
alinea,
Gambar
2.24.A,
Gambar
2.24.B,
Gambar 2.24.
C dan Tabel
2.8.A setelah
alinea pertama
dalam
halaman I1.43

Proyek Prioritas Investasi Swasta merupakan proyek investasi
swasta yang memiliki keselarasan dengan arah pembangunan,
yaitu mendukung Prioritas Nasional dan Major Project, memiliki
nilai proyek di atas Rp100,00 miliar, sumber pendanaan proyek
tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
terdapat rencana realisasi investasi (capital expenditure/capex)
pada tahun 2024. Proses identifikasi ini bertujuan agar proyek
investasi swasta tidak hanya berperan dalam mendorong
perekonomian nasional, namun juga selaras dengan arah kebijakan
pembangunan yang direncanakan pemerintah pada tahun 2024.

Gambar 2.24.A
Gambaran Umum Proyek Prioritas Swasta Teridentifikasi

N\

133 230,99 T
1 Total CAPEX

Proyek
Swasta

iori Investasi Swasta

Sumber: Hasilidentifikasi Kementerian PPN/ Bappenas.

B
129

Badan Usaha
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Gambar 2.24.B
Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional

Total Proyek Total Proyek . Total Proyek

m 4 - 18

Total CAPEX Total CAPEX Total CAPEX
Investasi Swasta Investasi Swasta Investasi Swasta
2024 2024 o 2024
Rp211,48 T Rp0,48 T Rp19,03 T

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN /Bappenas

Pada Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terdapat 111
Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai
investasi 2024 sebesar Rp211,48 triliun. Proyek-proyek pada
Prioritas Nasional ini akan mendukung percepatan Industri 4.0 di
7 Subsektor Prioritas, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter,
Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi, dan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Pada Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat 4 Proyek Prioritas
Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai investasi 2024
sebesar Rp0,48 triliun.

Pada Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
terdapat 18 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan total nilai
investasi 2024 sebesar Rp19,03 triliun.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif,
dan berkelanjutan, Proyek Prioritas Investasi Swasta yang
teridentifikasi selaras dengan Prioritas Nasional akan dilaksanakan
di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial Proyek Prioritas
Investasi Swasta tahun 2024 adalah (1) 56 proyek yang
dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau dengan total
nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp40,34 triliun; (2) 26 proyek di
Pulau Jawa dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar
Rp28,24 triliun; (3) 20 proyek di Pulau Kalimantan dengan total
nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp51,02 triliun; (4) 22 proyek di
Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total nilai investasi tahun 2024
sebesar Rp107,57 triliun; (5) 8 proyek di Pulau Bali dan Nusa
tenggara dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp3,57
triliun; serta (6) 1 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah dengan
total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp0,25 triliun.
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Gambar 2.24.C

Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia

Sumatera & Kep. Riau

‘4| CAPEX : Rp40,34T

.
Ball & Nusa Tenggara

Proyek : 8 Proyek
CAPEX : Rp3,57T

Proyek : 26 Proyek
CAPEX : Rp28,24T

Sumber: Hasil Identifikasi Kementerian PPN/ Bappenas

Tabel 2.8.A

Dilaksanakan Lintas Wilayah

ovex - DD

Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Major Project

Jumlah Proyek Investasi

PN No. Major Project Swasta
1 Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas 7 proyek
2 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 18 proyek
PN 1 3 ﬁlg;zf;f:sii l}gcrelr;%;mbangan Energi Terbarukan dan 46 proyek a)
4 Destinasi Pariwisata Prioritas 11 proyek
5 Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 1 29 proyek b
PN 3 6 Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 3 4 proyek b
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik
7 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 4 proyek
38.000 MVA
PN 5 8 Transformasi Digital 1 proyek
9 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 2 proyek
10 Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 5 11 proyek b
Total 133 proyek

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.

Keterangan: a) Proyek juga mendukung Major Project Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW,
Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; dan b) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun

tidak terkait dengan Major Project tertentu.

- 34 -
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84 Perubahan
Tabel 2.9
dalam
halaman I1.45

Tabel 2.9
Target Pengembangan Tujuh Wilayah Tahun 2024 (Persen)

Kontribusi (Share)

Rata-rata Pertumbuhan Tingkat Pengangguran

Wilayah Ekonomi 2020-20248  ge o pl FEOAAL Terbuka 20249
Sumatera 3,2-3,3 21,9 4,1-4,8
Jawa-Bali 3,3-3,4 57,5 4,8-5,5
Nusa Tenggara 3,4-3,6 1,4 2,1-2,8
Kalimantan 3,2-3,4 9,3 3,94,7
Sulawesi 5,6-5,9 7,4 3,0-3,8
Maluku 9,9-10,9 0,8 4,5-5,3
Papua 6,0-6,3 1,8 2,4-3,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020-2024 merupakan rata-rata realisasi pertumbuhan
ekonomi 2020,2021, 2022 dan target pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024 dalam Pemutakhiran RKP 2024;
b) Target kontribusi (share) ekonom.\ regional 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan

rtimb kan angka realisasi hingga triwulan I11-2023; dan c) Target ngkat Pengangguran Terbuka 2024
merupaka.n hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah pertimb k t terakhir
pertumbuhan ekonomi wilayah.

85 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.46

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1)
memperkuat peran sebagai lumbung pangan nasional dan lumbung
energi nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) mendorong
pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri
berbasis komoditas unggulan, dan pemantapan sektor pariwisata
yang berdaya saing internasional melalui pengembangan kawasan
strategis di Pulau Sumatera; (3) mendorong akselerasi pemerataan
pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera, daerah rawan
bencana dan mempercepat pengembangan daerah Tertinggal,
Terdepan dan Terluar; dan (4) mewujudkan Wilayah Sumatera
menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional. Wilayah Sumatera memiliki komoditas unggulan
wilayah sebagai bahan baku hilirisasi industri, antara lain karet,
kakao, kopi, kelapa, tebu, pala, lada, cengkeh, garam, kelapa sawit,
perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Komoditas unggulan
wilayah berpotensi memiliki nilai tambah yang cukup besar dari
proses pengolahan bahan baku menjadi produk turunannya.
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86 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 11.46

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah
Sumatera sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara
penuh Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal
sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan antara
lain Kawasan Industri Ladong, Kuala Tanjung, Bintan
Aerospace, Sadai, Tenayan, Tanjung Buton, Tanjung Enim,
Kemingking, Tanggamus, Pesawaran, Way Pisang, Katibung,
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoukseumawe, Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kawasan
Ekonomi Khusus Nongsa, Kawasan Ekonomi Khusus Batam
Aero Technic, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Kelayang;

mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan
berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata
yang meliputi Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan
sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam -
Bintan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka
Belitung/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dan
Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang — Bukittinggi;

mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah
Metropolitan Medan dan Palembang sebagai pusat pelayanan
wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;

memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda
(tol, Kkereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan
pengembangan kawasan strategis;

memperbaiki kinerja logistik dan kepelabuhanan di Wilayah
Sumatera sebagai upaya mendukung hilirisasi industri yang
efisien dan berdaya saing;

mengembangkan komoditas unggulan wilayah berupa kelapa,
tebu, pala, lada, cengkeh, garam, perikanan budi daya, dan
perikanan tangkap dengan berorientasi pada peningkatan
produktivitas dan/atau penguatan rantai nilai;

merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan
perikanan khususnya skala usaha rakyat dengan
mengembangkan sentra produksi pangan;
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87 Perubahan Tabel 2.10
Tabel 2.10 Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)
dalam Target Tahun 2024
halaman I1.48 Indikator S
Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Ba&l le';
Pertumbuhan 3,9- 5,2- 5,0- 3,9- 4,6 5,2- 4,6 5,0- 4,6 5,2—
Ekonomi® 4,4 5,4 5,4 4,4 5,0 5,6 5,2 5,3 5,0 5,6
Tingkat 12,0- 6,5 4,0- 5,3- 6,0- 9,5- 13,5~ 9,5- 3,0 3,5
Kemiskinan® 12,5 7,0 4,5 5,6 6,4 10,3 14,0 10,0 3,3 4,0
;:)’lgl:: an 4,8- 5,0- 5,0- 3,2— 2,4 3,8- 2,6 3,4 3,3— 5,9—
Tocbateag 55 57 57 39 31 4,5 3,3 4,1 4,0 65
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
angka realisasi hingga triwulan I11-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbang} t terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
88 Perubahan ) Tabel 2.11 o
Tabel 2.11 Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)
dalam Target Tahun 2024
halaman II.50 ;
Indikator DKl Jawa Jawa D.L Jawa Bant Bali
Jakarta Barat Tengah  Yogyakarta Timur en t
Phonomit 52-54 5356 5356 5356 5457 5356 6569
'flz:uglli‘:l;nanb) 2,0-23 6064 95100 109-11,2 8589 3,540 2530
Tingkat
Pengangguran 5,3-6,0 6,3-7,0 4,3-5,0 2,8-3,5 3,84,5 6,5-7,1 2,1-2,8
Terbuka®
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
angka realisasi hingga triwulan I[11-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
89 Perubahan Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa
alinea kedua Tenggara sebagai berikut
dalam . . . . .
(1) mengembangkan industri Meeting, Incentive, Convention,
halaman II.51 b . .
Exhibition yang didukung perhelatan nasional dan

internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa
Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-
Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan
Destinasi  Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta
mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana
induk (masterplan) yang telah disusun;

(2) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-
pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang
lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri
pengolahan potensial lainnya;
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3)

(4)

()

6)

(7)

@)

)

meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas
intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat jaringan
transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;

meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas
unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai
pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao,
peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya
tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi
pangan;

mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi
meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan
industri kerajinan lainnya;

mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk
meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang
berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat
ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;

mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi
Baru dan Terbarukan;

meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang
berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang
pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk
meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air
minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan
transportasi umum perkotaan;

meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat
forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan
alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi
daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional
Wilayah Nusa Tenggara;

(10) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui

pemberian sertipikat hak atas tanah;

(11) mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata

Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui
pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta

(12) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan

yang meliputi kopi, kakao, kelapa, garam, perikanan tangkap,
dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan
produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.
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90 Perubahan Tabel 2.12
Tabel 2.12 Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)
dalam T Tahun 2024
arget un
halaman I1.53 Indikator
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi#) 3,7-4.6 4,8-5,3
Tingkat Kemiskinanb 12,5-12,9 16,5-16,9
Tingkat Pengangguran Terbukab 2,0-2,7 2,3-3,0
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
angka realisasi hingga triwulan II-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
91 Perubahan Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah
alinea kedua Kalimantan sebagai berikut
dalam (1) membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur
halaman I1.53 pendukungnya;

(2) meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan
kawasan-kawasan strategis yang meliputi Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri
Surya Borneo, Ketapang, Tanah Kuning, Batanjung, Jorong,
Batulicin, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-
Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-
Singkawang;

(3) mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu kelapa,
lada, dan perikanan budi daya yang berorientasi pada
peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok
dengan industri pengolahnya;

(4) mengembangkan hilirisasi komoditas batu bara serta hilirisasi
berbasis komoditas kelapa sawit, dan pengembangan energi
baru terbarukan berbasis biomassa, air, dan matahari;

(5) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah
Metropolitan Banjarmasin, kota besar yang menjadi Daerah
Mitra Ibu Kota Nusantara yakni Balikpapan dan Samarinda,
pembangunan kota baru Tanjung Selor, pengembangan kota
besar Pontianak, kota sedang Singkawang, kota sedang
Palangkaraya, dan kota sedang Tarakan sebagai pusat
pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di
sekitarnya;

(6) mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (food
estate) dengan didukung korporasi petani;

(7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat
forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan
alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi
daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah
Kalimantan;

(8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah; dan
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(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana
Detail Tata Ruang sebagai acuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis
kepada pemerintah daerah.

92 Perubahan
Tabel 2.13
dalam
halaman I1.55

Tabel 2.13
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Target Tahun 2024

Indikator Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Barat Tengah Selatan Timur Utara
Pertumbuhan Ekonomi#  5,3-5,6 5,1-5,8 4,8-5,2 5,1-5,6 5,5-6,0
Tingkat Kemiskinan®) 5,3-5,6 3,54,0 3,0-3,3 3,54,0 3,0-3,4
?‘;ﬁk“]t » Pengangguran 4 7 3,441 3,7-4,4 4,855 2,9-3,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
angka realisasi hingga Giwulan I1-2023 dan b) Targel ahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kewenlerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

93 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.55

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk (1)
mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi
melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, (2) mendorong perannya
sebagai salah satu lumbung pangan nasional, (3) memantapkan
perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan
internasional di kawasan timur, (4) menguatkan mitigasi bencana
dan pemulihan pascabencana, dan (5) mendorong transformasi
perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan
wilayah. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan
nilai tambah di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan
produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan antara lain kelapa,
pala, cengkeh, tebu, garam, perikanan tangkap, serta hasil
perikanan budi daya.

94 Perubahan
Tabel 2.14
dalam
halaman I1.57

Tabel 2.14
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Target Tahun 2024
Indikator Sulawesi  Sulawesi Sulawesi  Sulawesi Gorontalo Sulawesi
Utara Tengah Selatan  Tenggara Barat
Pertumbuhan Ekonomis» 5,4-6,2 13,7-15,3 5,8-6,6 5,7-6,5 4,9-5,8 5,5-6,5
Tingkat Kemiskinan® 5,0-5,5 10,0-10,3 6,3-6,7 9,59,8 13,7-14,0 8,5-8,7
Tingkat Pengangguran 49-56 2,229 3542 2431 2028 11-18

Terbuka®

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
angka realisasi hingga mwu.lan II] 2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas lah p t terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
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95 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.57

Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi
Wilayah Maluku sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

@)

mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-
pusat industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di
Kawasan Industri Teluk Weda dan industri pengolahan
potensial lainnya;

mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja
untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan
pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;

meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui
optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Moa,
Saumlaki dan Morotai;

mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan
kelapa, pala, cengkeh, perikanan tangkap, dan perikanan budi
daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan
produktivitas;

mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan
wilayah khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan
Ekonomi Khusus Morotai sesuai rencana induk (masterplan)
kawasan pariwisata yang telah disusun dan pengembangan
kawasan pariwisata potensial lainnya;

mempercepat pembangunan kota baru Sofifi sebagai Ibu Kota
Provinsi Maluku Utara dan kota lainnya meliputi kota sedang
Ternate dan Ambon serta kota kecil Tual sebagai pusat
pertumbuhan wilayah;

mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya
dalam menghubungkan pusat pertumbuhan wilayah;

meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat
forum Kkerja sama, pengembangan sumber pembiayaan
alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi
daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional
Wilayah Maluku;

96 Perubahan
Tabel 2.15
dalam
halaman I1.59

Tabel 2.15
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Target Tahun 2024

Indikator
Maluku Maluku Utara

Pertumbuhan Ekonomi? 5,2-5,7 18,1-25,0

Tingkat Kemiskinan® 14,0-14,6 3,2-3,6

Tingkat Pengangguran Terbuka® 5,5-6,2 3,2-3,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan
angka realisasi hingga triwulan I11-2023 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian
PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan assessment terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.
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97 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.59

Oleh karena itu, strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Papua dapat dirumuskan sebagai berikut

(1) meneruskan pembangunan jaringan infrastruktur terintegrasi
yang menghubungkan pusat-pusat produksi rakyat dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti Kawasan Industri
Teluk Bintuni dan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dengan
terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan,
realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;

(2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada
kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk
pembangunan kota baru Sorong dan kota sedang Jayapura
yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat
pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada
pengembangan transportasi publik perkotaan, peningkatan
akses air minum dan sanitasi layak dan aman, serta
pengelolaan sampah dan limbah yang aman,;

(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di
ibu kota provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah,
Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang merupakan
Daerah Otonom Baru di Wilayah Papua, yaitu Merauke, Nabire,
Jayawijaya, dan Kota Sorong;

(4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian,
perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan seperti
kelapa, pala, kenaf, sapi, dan perikanan tangkap untuk
penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa;

98 Perubahan
Tabel 2.16
dalam
halaman I1.61

Tabel 2.16
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)
Target Tahun 2024
Indikator Papua I;::;: Papua Papua Papua Papua
Barat Dayac Pegunungand  Tengah?  Selatand
Pertumbuhan Ekonomi®  3,54,2 3,542  4,1-5,2 4,1-5,2 41-52  4,1-52
Tingkat Kemiskinant! 18,9-19,2 18,9-19,2 23,5-24,0 23,5-24,0 23,5-24,0 23,5-24,0

Tingkat Pengangguran

Terbuka® 4,249 4249 1926 1,9-2,6 1,926 1,926

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan t K ian PPN/Bapp dengan imbangk
angka realisasi hingga triwulan I11- 2023 (Angka target Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Papua merupakan
angka target sebelum punekaran) b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas

lah memper t terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah (Angka target Papua Barat dan
Papua merupakan an.g,ka target sebelum pemekaran), c) Angka yang tercantum masih tergabung dalam provinsi
induk yaitu Provinsi Papua Barat, dan d) Angka yang tercantum masih tergabung dalam provinsi induk yaitu
Provinsi Papua.
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99 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman I1.65

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2024 secara umum
diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan serta mempertimbangkan agenda nasional
seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemilihan umum
serentak. Pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah sebagai
berikut

(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta
harmonisasi belanja pusat dan daerah;

(2) meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah;

(3) memperkuat penggunaan earmarking Transfer ke Daerah pada
sektor prioritas;

(4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan
Transfer ke Daerah mendukung pencapaian program nasional;

(5) menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang sederhana,
terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran
dimulai;

(6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian
Transfer ke Daerah untuk mengatasi stunting, kemiskinan,
inflasi, dan investasi;

(7) mendorong pemda agar menggunakan Transfer ke Daerah
untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang
tinggi.

100 Perubahan
alinea pertama

dalam
halaman I1.66

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024 khususnya (1) pengurangan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) penguatan daya saing
usaha; (4) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk
mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas.

101 Penambahan
alinea setelah
alinea ketiga
dalam
halaman I1.66

Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak diarahkan untuk

(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Bagi Hasil Pajak;

(2) memperkuat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana
Bagi Hasil Pajak yang penggunaannya telah ditentukan;

(3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak berbasis kinerja (10 persen alokasi
kinerja dan 90 persen alokasi formula);

(4) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing
daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah
dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah
dengan capaian kinerja yang tidak maksimal, dengan
ketentuan sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan
Bangunan menggunakan kinerja dukungan optimalisasi
penerimaan negara, dengan indikator yang digunakan
adalah pemenuhan kewajiban rekonsiliasi pajak
(penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak);
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(b) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menggunakan
kinerja antara lain penerimaan cukai, dengan indikator
yang digunakan adalah dukungan daerah dalam
optimalisasi penerimaan cukai.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diarahkan untuk

(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

(2) penanganan dampak eksternalitas negatif dan penguatan
dukungan terhadap belanja lingkungan hidup;

(3) memperkuat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang penggunaannya telah
ditentukan;

(4) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berbasis kinerja (10 persen
alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula);

(5) perhitungan formula didasarkan kepada proporsi daerah
penghasil, pengolah, berbatasan, dan daerah lainnya (provinsi
bersangkutan dan/atau kabupaten/kota lainnya dalam
provinsi bersangkutan);

(6) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap daerah.
Alokasi kinerja diberikan maksimal kepada daerah yang
memiliki capaian kinerja maksimal. Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam menggunakan kinerja lingkungan hidup, dengan
indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit diarahkan untuk

(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

(2) memperkuat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana
Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

(3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit berbasis kinerja (10 persen
alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula);

(4) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing
daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah
dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah
dengan capaian kinerja yang tidak maksimal. Indikator kinerja
yang digunakan adalah kinerja penurunan kemiskinan dan
kinerja dalam mendukung pembangunan perkebunan kelapa
sawit yang berkelanjutan;

(5) Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran
2024 ditetapkan sebesar Rp3.000,00 miliar secara nasional
dengan alokasi minimum sebesar Rp1 miliar per daerah.
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102

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II. 66

(2) Dana Alokasi Umum dengan arah kebijakan adalah

(a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, di antaranya kebijakan hold harmless sampai
dengan 2027;

(b) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi
Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan
program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki
kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis
daerah termasuk mendukung penggajian atas
pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
di daerah;

(c) meningkatkan kualitas penggunaan Dana Alokasi Umum
yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan
monitoring dan evaluasi, mendorong pemanfaatan teknologi
informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi
dengan Kementerian Negara/Lembaga;

(d) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui
penyesuaian bobot formula dan peningkatan kualitas data
dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum;

(e) melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
penyaluran Dana Alokasi Umum berbasis kinerja.

103

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II. 67

Selain itu, mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi
Dana Alokasi Umum untuk pemenuhan standar pelayanan minimal
melalui (i) sinergi penyusunan kebijakan penggunaan Dana Alokasi
Umum yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan
pusat dan daerah serta (ii) meningkatkan ketersediaan dan kualitas
data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh
daerah.

104

Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I1.67

(3) Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah
memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta
memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus
Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi
Khusus dengan sumber pendanaan lainnya. Dana Alokasi
Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi
Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan
untuk masing-masing Dana Alokasi Khusus adalah sebagai
berikut.

105

Penghapusan
alinea ketiga
dalam
halaman I1.67

(dihapus)
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106

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman I1.67

(a) Dana Alokasi Khusus Fisik dengan arah kebijakan adalah

(i) mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik

untuk

(1) pengurangan kemiskinan
kemiskinan ekstrem,;

(2) penguatan daya saing usaha;

(3) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk
untuk penurunan stunting) dan pendidikan;

(4) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi
energi.

(i) mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan
agar alokasi per daerah signifikan dengan
mempertimbangkan kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik
tahun sebelumnya dan kapasitas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah /fiskal daerah;
penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
dampak (outcome) yang ditargetkan;
memperkuat sinergi pendanaan Dana Alokasi Khusus
Fisik dengan kegiatan yang didukung Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber
pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja
lebih optimal.

dan penghapusan

(i)

(iv)

107

Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman I1.67

Selain itu, kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik difokuskan untuk
memenuhi konsep ketuntasan serta mendorong komitmen
pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan
Dana Alokasi Khusus serta kolaborasi kegiatan di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka mendorong
komitmen daerah dan menajamkan konsep tematik dilaksanakan
forum konfirmasi pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan
proyek dan lokasi pada tahap pengusulan.

108

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman I1.68

Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 antara lain

(i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional
1, terdiri dari dua tematik, yaitu
(1) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu,

arah kebijakannya adalah meningkatkan akses masyarakat
secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman
layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki
kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
pengurangan kemiskinan,;

(2) DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani), arah kebijakannya
adalah
(a) mendukung peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas di sentra pertanian dan perikanan melalui
penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana
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pertanian dan perikanan serta terintegrasi dengan pasar
maupun hub transportasi di kawasan sentra produksi
pangan dan perikanan;

(b) memfasilitasi dan mendukung penguatan jaminan
usaha serta pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan
dalam rangka penguatan ketahanan pangan, serta
peningkatan produktivitas untuk mendorong
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

(c) meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam
rangka penguatan jaminan usaha dan pembentukan
Korporasi Petani dan Nelayan.

(i) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha
serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari dua tematik, yaitu
(1) Dana Alokasi Khusus Tematik Penguatan Destinasi

Pariwisata Prioritas, arah kebijakan pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus Penugasan Tematik Penguatan Destinasi
Pariwisata  Prioritas diarahkan untuk mendukung
penguatan daya saing usaha pada tahun 2024 yang
ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi
masyarakat di sektor pariwisata dan rantai pasoknya.
Dukungan Dana Alokasi Khusus Tematik Penguatan
Destinasi Pariwisata Prioritas difokuskan pada penuntasan
dan penyelesaian pembangunan daya tarik wisata
terintegrasi dengan pengembangan sentra industri kecil dan
menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
aksesibilitas jalan, perbaikan sarana pengelolaan sampah,
dan pembangunan pasar tematik, sehingga mampu
mendorong peningkatan lama tanggal dan pengeluaran
harian wisatawan,;

(2) Dana Alokasi Khusus Tematik Pengembangan Food Estate,
arah kebijakannya adalah meningkatkan cadangan pangan
melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas
di Kawasan Food Estate melalui penyediaan infrastruktur
serta sarana dan prasarana pertanian serta terintegrasi
dengan pasar maupun hub transportasi dengan
memperhatikan pelestarian kawasan hutan/daerah aliran
sungai di kabupaten Food Estate dan Kawasan
Penyangganya.

(iiif Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 3,
terdiri dari empat bidang, yaitu
(1) Bidang Pendidikan

(a) Arah kebijakan
(i) mendukung arah kebijakan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024 untuk meningkatkan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta
mendukung peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia;

(i) mendukung Prioritas Nasional 3 yaitu Meningkatkan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing; Program Prioritas 4 yaitu Peningkatan
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas,
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(idi)

(iv)

v)

(vi)

Kegiatan Prioritas 2 yaitu Afirmasi Akses dan
Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun; Program
Prioritas 7 yaitu Peningkatan Produktivitas dan Daya
Saing, Kegiatan Prioritas 1 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi Berbasis Kerjasama Industri; serta Major
Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk
Industri 4.0;

meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan
akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka
percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang
berkualitas;

memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan
daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja
pendidikan rendah untuk memastikan setiap anak
mendapatkan pendidikan berkualitas dengan
memberikan bantuan kepada pemerintah daerah
untuk menuntaskan pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan untuk memastikan
penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan;

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan untuk mendukung pembelajaran
berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang
berketerampilan dan berkeahlian, terutama dalam
mendukung pembangunan kawasan prioritas, Major
Project, dan sektor prioritas nasional;

meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
umum daerah untuk memperkuat budaya literasi
untuk mewujudkan masyarakat yang
berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter,
serta sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing.

(b) terdiri dari subbidang (i) Pendidikan Anak Usia Dini; (ii)
Sanggar Kegiatan Belajar; (iiij Sekolah Dasar; (iv)
Sekolah Menengah Pertama; (vi) S<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>